
 

 

 

 

 

BUPATI SUKOHARJO 
PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO 
NOMOR 46 TAHUN 2023 

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2022 TENTANG 
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN 

NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI SUKOHARJO, 
 

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang 
efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja 

pemerintahan dan pelayanan publik, diperlukan adanya 
standar operasional prosedur pelayanan perizinan dan 
nonperizinan; 

b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan 
kepada masyarakat khususnya di bidang pelayanan 

perizinan dan nonperizinan serta mendorong 
pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, 

perlu adanya sistem pelayanan perizinan dan 
nonperizinan yang cepat, efisien, dan terpadu;  

c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Bupati Nomor 74 

Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 
Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah 

Kabupaten Sukoharjo, terdapat perubahan pada tugas 
dan fungsi jabatan fungsional, maka Peraturan Bupati 

Nomor 26 Tahun 2022 tentang  Standar Operasional 
Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu, perlu diubah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas  

Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2022 tentang 
Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan 
Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
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Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik 
Indonesia;  

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan 
mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara 
Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 2757); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5038); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);  

6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang 

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur 
Administrasi Pemerintah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);  

7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 26 Tahun 2022 
tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan 

Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita 

Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 26); 

8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 30 Tahun 2022 
tentang Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  (Berita 
Daerah Kabupaten Sukoharjo  Tahun 2022 Nomor 30) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 
Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2022 tentang  
Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah 

Kabupaten Sukoharjo  Tahun 2023 Nomor 14); 
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9. Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2022 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, 

serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo 
(Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo  Tahun 2022 

Nomor 74); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2022 TENTANG 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN 
PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA DINAS 

PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.  

 

Pasal I 

 Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 
2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan 

Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten 

Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 26) diubah sebagai berikut: 

 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketentuan angka 5 dan angka 6 ayat (3) Pasal 6 diubah, 

sehingga berbunyi: 

Pasal 6 
 

(1) SOP pelayanan perizinan dan nonperizinan meliputi:  

a.  bagian identitas; dan  

b.  bagian diagram alir.  

(2) Bagian Identitas SOP Pelayanan  perizinan dan 

nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a meliputi:  

a.   nomor standar operasional prosedur;  

b.   tanggal pembuatan;  

c.   tanggal revisi;  

d.   tanggal pengesahan;  

e.   disahkan oleh;  

f.   nama SOP;  

g.   dasar hukum;  

h.   kualifikasi pelaksana;  

i.   keterkaitan;  

j.   peralatan dan perlengkapan;  

k.   peringatan; dan  

l.   pencatatan dan pendataan.  
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Ditetapkan di Sukoharjo 
pada tanggal 20 November 2023 
 

BUPATI SUKOHARJO, 
     

ttd. 
               

              ETIK SURYANI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

2. 

2

. 

 

 

(3) Bagian diagram alir SOP Pelayanan perizinan  dan 
nonperizinan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b meliputi:  

a.  aktifitas;  

b.  pelaksana:  

1. pemohon;  

2. petugas pendaftaran (Front Office);  

3. petugas pencetak (Back Office);  

4. perangkat Daerah terkait;  

5. penata perizinan ahli muda;  

6. penata perizinan ahli madya; dan  

7. kepala dinas.  

c. Mutu Baku:  

1. kelengkapan; 

2. persyaratan;  

3. waktu; dan  

4. output.  

(4) Diagram alir SOP menggunakan simbol yang 
menggambarkan urutan langkah kerja secara 
sistematis, penjelasan aliran dokumen, dan 

mekanisme kerja.  

Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati 

Nomor 26 Tahun 2022 tentang  Standar Operasional 
Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu diubah  sehingga menjadi sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

  
 

Pasal II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Sukoharjo. 
 

Diundangkan di Sukoharjo 
pada tanggal 20 November 2023 

 
 SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SUKOHARJO, 
 

ttd. 
  

             WIDODO 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO 

TAHUN 2023 NOMOR 48 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
TEGUH PRAMONO, SH, MH 

Pembina Tingkat I 

NIP. 19710429 199803 1 003 

 


